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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara perselisihan
pemutusan hubungan kerja (PHK) antara pekerja dengan PT. Kurabo Manunggal Textile Industries (Kumatex), khususnya
terkait penggunaan alasan efisiensi sebagai dasar PHK. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif melalui kajian
literatur dan analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, serta telaah putusan pengadilan di tingkat PHI dan Mahkamah Agung. Data dianalisis secara deskriptif
kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan dan asas
kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan efisiensi yang digunakan oleh PT. Kumatex menjadi
pertimbangan utama majelis hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam mengabulkan
PHK tersebut. Namun, pertimbangan ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sepenuhnya
memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama terkait pembuktian kondisi perusahaan yang
memerlukan efisiensi. Ketidakjelasan ini kemudian menjadi perhatian Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, yang menilai
bahwa penggunaan alasan efisiensi perlu diukur secara lebih ketat agar tidak merugikan hak pekerja. Temuan ini menegaskan
pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara PHK berbasis efisiensi, demi menjaga keseimbangan
antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak pekerja.
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Pendahuluan

Dalam hubungan industrial, persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) acap
kali menjadi sumber konflik antara pekerja dan pengusaha (Adhiya Faisal, 2023).
Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan), Pemutusan Hubungan Kerja merupakan berakhirnya hubungan kerja
akibat suatu sebab yang membuat hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha tidak lagi
berlaku. Dalam praktiknya, PHK seringkali tidak hanya menjadi tindakan administratif
dari perusahaan, tetapi juga menjadi sumber perselisihan yang serius, terutama ketika
pekerja merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar atau prosedur hukum tidak dipenuhi
secara tepat oleh pihak perusahaan (Lie & Siarill, 2024). Perselisihan semacam ini biasanya
terjadi karena ketidaksepakatan antara pekerja dan pengusaha terkait alasan, proses, dan
akibat dari PHK yang dilakukan.

Fokus penelitian ini tertuju pada Putusan PHI Pengadilan Negeri Serang Nomor
15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.SRG. yang melibatkan PT. Kurabo Manunggal Textile
Industries (Kumatex) dan seorang pekerja yang diklaim sebagai karyawan tetap
perusahaan tersebut. Permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan antara status
hukum yang dinyatakan dalam putusan dan fakta hubungan kerja yang sebenarnya
terjadi di lapangan. Pekerja yang bersangkutan sejatinya merupakan tenaga kerja
Perusahaan Alih Daya (outsourcing) dari PT. Gama Karya Insan, namun dalam putusan
PHI, ia dinyatakan sebagai karyawan tetap PT. Kumatex. Hal ini menimbulkan
pertanyaan mendasar terkait dasar yuridis pertimbangan hakim, serta dampak hukum
dari putusan tersebut bagi pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga (Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Uji Materi Pasal 65 dan 66 UU No.
13 Tahun 2003). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perselisihan
pemutusan hubungan kerja (PHK) kerap kali berkaitan dengan perbedaan persepsi antara
pengusaha dan pekerja mengenai alasan, prosedur, dan akibat hukum yang timbul.
(Adhiya Faisal, 2023) menemukan bahwa PHK sepihak sering menimbulkan konflik
karena lemahnya pemenuhan prosedur hukum oleh pengusaha. (Lie & Siarill, 2024)
menekankan bahwa ketidakjelasan alasan PHK dapat memicu ketidakpastian hukum dan
mengurangi rasa keadilan bagi pekerja. (Nur Febya Adhawiyah & Imam Budi Santoso,
2022) poin tersebut menunjukkan pentingnya penyelesaian perselisihan industrial lewat
jalur hukum yang efektif agar hak pekerja tetap terjamin.

Adapun penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hukum
majelis hakim dalam memberikan putusan atas perkara PHI tersebut, serta untuk
mengevaluasi akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut baik secara langsung
maupun tidak langsung (Ahmad Taujan Dzul Farhan & Mahmud Hadi, 2024). Selain itu,
penelitian ini juga hendak menyoroti bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap
kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, serta kelangsungan praktik outsourcing di
Indonesia (Suhartoyo, 2019). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
studi kepustakaan, tulisan ini berupaya memberikan kontribusi bagi pengembangan
aspek hukum ketenagakerjaan dan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang menjunjung asas keadilan serta berlandaskan hukum (Amirudin & dll, 2006).
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Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang
menitikberatkan pada pemanfaatan sumber hukum primer dan sekunder dalam
menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. (Peter Mahmud
Marzuki, 2010). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang
berlaku, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam putusan yang menjadi objek
kajian. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran sistematis di basis data hukum
nasional, repositori akademik, dan arsip putusan PHI Pengadilan Negeri Serang Nomor
15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.SRG, lalu diverifikasi dengan cross-check antar sumber.
Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui identifikasi, klasifikasi, dan
perbandingan norma hukum dengan fakta hukum dalam putusan, melalui tahapan
reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan berbasis interpretasi hukum.. Validitas
hasil dijaga melalui triangulasi sumber hukum dan konfirmasi silang dengan teori serta
prinsip hukum ketenagakerjaan, sedangkan reliabilitas diperoleh dengan menerapkan
kriteria analisis yang konsisten dan menggunakan referensi yang diakui secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial Negeri Serang Nomor 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.SRG.

Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang
Nomor 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.SRG, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah
aspek hukum dan fakta di lapangan untuk menyatakan bahwa pekerja yang bersengketa
merupakan karyawan tetap dari PT. Kurabo Manunggal Textile Industries (Kumatex).
Padahal, dalam dokumen administratif, pekerja tersebut secara formal dipekerjakan oleh
PT. Gama Karya Insan selaku perusahaan penyedia jasa alih daya (outsourcing) (Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Srg).

Namun, majelis hakim menilai bahwa pekerja tersebut melaksanakan fungsi
pekerjaan yang termasuk dalam kategori pekerjaan inti perusahaan, yakni kegiatan
produksi utama yang berkaitan langsung dengan hasil usaha PT. Kumatex. Selain itu,
pekerja juga bekerja di bawah arahan, perintah, dan pengawasan langsung manajemen
PT. Kumatex, bukan dari PT. Gama Karya Insan. Hal ini menjadi indikator utama dalam
menilai keberadaan hubungan kerja substantif antara pekerja dan PT. Kumatex.

Secara yuridis, pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 66 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
mengatur bahwa pekerjaan yang dapat dialihdayakan haruslah pekerjaan penunjang (non-
core business) dan tidak boleh berkaitan langsung dengan proses produksi (Gema
Ramadhanu Ridho Ing Pangestu & Susilo Wardani, 2025). Selain itu, perjanjian kerja
antara perusahaan pengguna dan penyedia jasa pekerja harus dituangkan secara tertulis
serta disertai dengan jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sebagaimana
ditegaskan pula dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Ujang Sumarwan,
2020).
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Lebih jauh, majelis hakim juga mengacu pada prinsip “substance over form”, yakni
asas hukum yang menekankan bahwa dalam menilai suatu hubungan hukum, substansi
dari hubungan tersebut harus lebih diutamakan ketimbang bentuk formal atau
administratifnya (Sulistyo Watilrianto, 2004). Prinsip ini banyak digunakan dalam
perkara-perkara ketenagakerjaan, khususnya untuk membongkar praktik-praktik
outsourcing yang disalahgunakan. Dalam konteks ini, meskipun secara administratif
pekerja adalah bagian dari perusahaan outsourcing, namun substansi dari hubungan
kerjanya—yakni pengawasan langsung dan pelaksanaan pekerjaan inti—menunjukkan
bahwa hubungan kerja yang nyata adalah dengan PT. Kumatex (Kuzniacki, 2024).

Prinsip ini telah ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-IX/2011, yang pada intinya menegaskan pembatasan praktik outsourcing guna
menjamin perlindungan hak-hak pekerja (C, Supomo, 1999). MK menyatakan bahwa
outsourcing tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban pemberi
kerja terhadap pekerja, terutama dalam hal jaminan sosial, upah, dan status
ketenagakerjaan yang pasti. Putusan MK ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi
hakim untuk mengabaikan formalitas administratif apabila terbukti bahwa hak-hak
pekerja terlanggar secara substantif (P, Simanjuntak, 2006).

Menurut hukum perdata, hubungan kerja dianggap ada apabila memenuhi tiga
unsur pokok, yaitu pekerjaan, perintah/pengawasan, dan upah. Unsur-unsur tersebut jelas
terdapat dalam hubungan pekerja dengan PT. Kumatex. (Nugrahela & Silviana, 2023).
Oleh sebab itu, majelis hakim menilai, berdasar pertimbangan hukum dan fakta
persidangan, bahwa hubungan kerja berlangsung langsung antara pekerja dan PT.
Kumatex, bukan melalui pihak outsourcing. (Collins, 2022).

Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak hanya menilai
berdasarkan dokumen administratif, melainkan juga menggunakan pendekatan keadilan
substantif dalam menyelesaikan sengketa perburuhan (Zahra dkk., 2025). Ini penting
dalam konteks pelindungan tenaga kerja sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat
(2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja serta
memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (Suwadji,
2019).

Akibat Hukum dari Hasil Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Srg.
Putusan yang menyatakan bahwa pekerja adalah karyawan tetap PT. Kumatex
memberikan akibat hukum yang signifikan, antara lain:
1) Munculnya kewajiban hukum bagi PT. Kumatex untuk memenuhi hak-hak pekerja
yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Dalam konteks ini, konsekuensi hukum yang timbul terhadap PT. Kumatex
berkaitan langsung dengan prinsip employer responsibilities dalam hukum
ketenagakerjaan, yaitu ketika seorang pekerja dinyatakan sebagai karyawan tetap,
perusahaan wajib menjamin hak-hak normatif pekerja, seperti upah, jaminan sosial,
tunjangan, dan pesangon bila terjadi PHK. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 156 UU
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2)

3)

4)

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha memberi
pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak.

Timbulnya pertanggungjawaban hukum dari PT. Kumatex terhadap segala
konsekuensi hubungan kerja, termasuk pesangon, jaminan sosial, dan kompensasi
lainnya.

Berdasarkan asas restitutio in integrum, yaitu pemulihan keadaan seperti
semula, maka PT. Kumatex secara hukum memiliki tanggung jawab untuk memenuhi
seluruh hak-hak pekerja tersebut sejak hubungan kerja dimulai (Muchsin, 2003). Ini
mencakup kewajiban yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga administratif,
seperti pelaporan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta memberikan
perlindungan hukum dari risiko kerja. Pertanggungjawaban ini menguat karena
keberadaan fakta bahwa pekerja melakukan pekerjaan inti dan berada di bawah
struktur manajerial langsung perusahaan (Nur Febya Adhawiyah & Imam Budi
Santoso, 2022).

Menghapus kedudukan hukum PT. Gama Karya Insan dalam hubungan kerja
tersebut, yang sebelumnya menjadi perantara melalui skema outsourcing.

Dalam teori hubungan kerja tripartit, biasanya terdapat tiga pihak: pekerja,
perusahaan outsourcing (penyedia jasa), dan pengguna jasa. Namun, jika dalam
praktik terjadi hubungan kerja langsung antara pengguna dan pekerja, maka
hubungan kerja dengan penyedia jasa dinyatakan tidak sah secara materiil (Damar
dkk. 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip piercing the corporate veil, di mana
pengadilan dapat mengabaikan bentuk formal entitas hukum jika terbukti hanya
sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum (Abdul Rachmad Budiono,
2014). Maka dari itu, PT. Gama Karya Insan tidak lagi memiliki posisi legal dalam
hubungan kerja yang dimaksud.

Berpotensi menimbulkan gugatan serupa dari pekerja lain dengan kondisi yang sama.

Putusan ini dapat menjadi yurisprudensi de facto, yang meskipun tidak
mengikat secara formil, namun dapat dijadikan rujukan oleh pekerja lain dalam kasus
serupa. Berdasarkan teori equal protection before the law, setiap individu yang berada
dalam kondisi hukum yang sama berhak memperoleh perlakuan hukum yang setara.
Oleh sebab itu, pekerja-pekerja lain yang bekerja dalam kondisi serupa (outsourcing
tapi melakukan pekerjaan inti) dapat menjadikan putusan ini sebagai dasar untuk
mengajukan gugatan ke PHI (PP 35 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih
Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan
Kerja). Dampaknya, perusahaan berpotensi menghadapi gelombang gugatan serupa
dan harus meninjau ulang pola hubungan kerja outsourcing-nya.

Dengan demikian, putusan ini bukan hanya berdampak pada hubungan kerja antara

individu pekerja dan PT. Kumatex, tetapi juga berimplikasi lebih luas terhadap praktik
ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial, terutama dalam konteks outsourcing dan
pelindungan hak pekerja (Angelia & Lie, 2024).
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Implikasi Hukum dari Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Srg.

D)

2)

3)

4)

Putusan PHI Serang tersebut memiliki beberapa implikasi hukum, di antaranya:
Implikasi terhadap status hubungan kerja.

Putusan menyatakan bahwa pekerja adalah karyawan tetap PT. Kumatex. Hal
ini mengikat secara hukum dan menimbulkan kewajiban bagi PT. Kumatex harus
menunaikan hak-hak normatif pekerja, termasuk upah, jaminan sosial, THR,
pesangon, dan hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan..
Dalam konteks ini, prinsip legal certainty sangat penting untuk menjaga keadilan
dalam hubungan kerja (Muhammad Ramdhan Hananto, 2024). Dengan adanya
kepastian hukum terhadap status pekerja, maka perusahaan tidak dapat lagi berkelit
dari tanggung jawabnya menggunakan dalih administratif atau bentuk hubungan
outsourcing.

Implikasi terhadap keberadaan perusahaan outsourcing.

Posisi PT. Gama Karya Insan menjadi kabur secara hukum. Bila pengadilan
menilai hubungan kerja langsung dengan PT. Kumatex, maka kontrak antara PT.
Kumatex dan PT. Gama Karya Insan dianggap tidak relevan atau bahkan cacat hukum
dalam sengketa ini. Teori contractual invalidity berlaku apabila isi kontrak melanggar
prinsip keadilan atau digunakan untuk menyiasati hukum yang berlaku. Implikasi ini
menandakan bahwa perusahaan outsourcing tidak lagi dapat digunakan sebagai
tameng legal apabila pekerja terbukti secara nyata berada di bawah struktur dan
pengawasan pengguna jasa secara langsung (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja).

Ketidakpastian hukum dalam praktik outsourcing.

Putusan ini memperkuat pandangan bahwa praktik outsourcing rentan
menimbulkan sengketa hukum karena sering digunakan untuk menghindari
kewajiban terhadap pekerja. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, prinsip non-
discrimination and fair treatment menjadi landasan dalam hubungan industrial. Bila
praktik outsourcing digunakan untuk menurunkan derajat perlindungan hak pekerja,
maka hal tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi dan hukum perburuhan.
Ketidakpastian hukum ini bisa memicu kebutuhan revisi regulasi atau pengawasan
yang lebih ketat terhadap pelaksanaan outsourcing.

Preseden hukum.

Putusan ini dapat menjadi rujukan (landmark decision) bagi sengketa serupa di
masa mendatang dan mendorong perubahan dalam pelaksanaan hubungan kerja
melalui outsourcing. Meskipun tidak termasuk dalam stare decisis secara formal,
putusan ini memuat pertimbangan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam
pembentukan yurisprudensi. Dalam teori sistem hukum kontinental seperti Indonesia,
preseden bersifat persuasif dan menjadi acuan dalam pembentukan praktik peradilan
yang lebih konsisten dan adil (Nugrahela & Silviana, 2023).

Oleh karena itu, implikasi hukum dari putusan ini bukan hanya berdampak pada para

pihak yang bersengketa, tetapi juga berpengaruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan
nasional dan praktik hubungan industrial di masa depan, terutama yang berkaitan
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dengan sistem outsourcing dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja (Muhammad
Ramdhan Hananto, 2024).

Berdasarkan analisis terhadap salinan putusan dan fakta lapangan, ditemukan bahwa
Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Srg menyatakan
penggugat adalah karyawan tetap PT. Kumatex, meskipun secara administratif hubungan
kerja dijalankan melalui PT. Gama Karya Insan selaku perusahaan penyedia jasa
(outsourcing). Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan lebih mengedepankan substansi
hubungan kerja yang nyata (substance over form) ketimbang bentuk administratif yang
tercantum dalam dokumen kontrak. Prinsip ini digunakan untuk menilai realitas
hubungan kerja secara objektif —yaitu berdasarkan siapa yang memberikan pekerjaan,
mengawasi pelaksanaan tugas, dan membayar upah (Adhiya Faisal, 2023).

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, keputusan tersebut mencerminkan
penerapan asas perlindungan terhadap pekerja, yang menjadi salah satu asas utama
dalam hukum perburuhan Indonesia. Asas ini menekankan bahwa dalam hubungan kerja
yang asimetris (di mana pekerja memiliki posisi yang lebih lemah dibanding pemberi
kerja), negara wajib memberikan perlindungan ekstra untuk menjamin hak-hak pekerja
(Yuanita, 2022). Oleh karena itu, ketika ditemukan fakta bahwa pekerja melakukan
pekerjaan inti dan berada di bawah instruksi langsung dari PT. Kumatex, maka kontrak
outsourcing tersebut dianggap hanya bersifat formalitas belaka.

Namun demikian, implikasi dari putusan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai
tanggung jawab hukum dari perusahaan outsourcing dan posisi hukumnya dalam sistem
hubungan industrial. Di satu sisi, PT. Gama Karya Insan yang secara formal merupakan
pihak yang mempekerjakan, menjadi kehilangan legitimasi hukum karena perannya tidak
terbukti secara substansial dalam hubungan kerja sehari-hari. Ini menimbulkan
pertanyaan mengenai kepastian hukum (legal certainty) dalam praktik outsourcing,
terutama terkait pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hak-hak
pekerja (Purnama dkk., 2021).

Di sisi lain, putusan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja
yang rentan terhadap pelanggaran hak dalam sistem kerja tidak langsung. Dalam
perspektif keadilan sosial (social justice), keputusan ini mencerminkan upaya pengadilan
dalam menyeimbangkan posisi tawar pekerja di tengah maraknya praktik outsourcing
yang kerap kali digunakan untuk menghindari tanggung jawab ketenagakerjaan. Putusan
ini juga memperkuat pentingnya penegakan prinsip fair labour practice, yakni bahwa
hubungan kerja harus didasarkan pada keadilan, transparansi, dan perlindungan hak
asasi pekerja (Anwar, 2019).

Lebih jauh, putusan ini menjadi preseden penting dalam konteks yurisprudensi
ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam pembatasan praktik outsourcing yang
menyimpang dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Dalam
jangka panjang, hal ini dapat mendorong reformasi praktik ketenagakerjaan dan
mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan skema outsourcing
agar tidak melanggar prinsip dasar hubungan kerja.
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Simpulan

Putusan PHI Serang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Srg menegaskan bahwa
hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja tidak hanya ditentukan oleh bentuk
kontrak, tetapi juga oleh fakta hubungan kerja sehari-hari. Ketika pekerja melaksanakan
pekerjaan inti dan berada di bawah kendali langsung perusahaan, maka hubungan kerja
dianggap sah secara langsung. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi
pekerja, namun juga menimbulkan tantangan dalam praktik outsourcing yang selama ini
digunakan sebagai strategi efisiensi oleh banyak perusahaan. Adapun saran dan solusi
dari hasil penelitian ini adalah, 1) Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan
pengawasan terhadap praktik outsourcing agar tidak disalahgunakan untuk menghindari
kewajiban ketenagakerjaan, 2) Pengusaha harus transparan dalam membangun hubungan
kerja dan tidak menyembunyikan hubungan kerja substantif di balik skema outsourcing,
3) Pengadilan diharapkan konsisten dalam menilai substansi hubungan kerja, dan
mempertimbangkan aspek perlindungan pekerja sebagai prioritas, 4) Pekerja dan serikat
buruh perlu meningkatkan pemahaman hukum dan berani memperjuangkan hak melalui
jalur hukum bila terjadi ketidakadilan.
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